BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur
organisast Perangkat Daerah di hngkungan Pemernntah
Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan
Pembentukan Susunan Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta
lata Kerja inas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Halmahera Selatan,

b  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pomn
a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera
Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Halmahera Selatan,

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabunaten Malukun Tenggara Rarat (I emharan Negara
R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lemibaran Negara
RI Nomwor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nonior 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lemibaran Negara

R1 Nomor 3961)

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Penibentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halinahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
T nhatrmntann Halrmmahases T o Aan I7Aarta ThAAra T2Aasinlarzne
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di Provinst Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nonior 21, Tambahan Lenibaran Negara RI Nonior
4264),



Memperhatikan

Menetapkan

"

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tanun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1I Tahun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisas1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Tahwi 2016 Nomwr 114) sebagaimana telahh dwubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerntah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Menter1 Dalam Negern Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan di Propins1 dan
Kdoupaten; Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Seiatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan

) 5 UL PRI B YOG, N, J geen Iy oomdaon T¥_T_ ooVl SO |
rciatignal vacidlii navupalclil rcialliiicia SCId.LcLll,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 060/3485/0TDA
tertanggal 25 Me1 2022 Perithal Persetujuan Penyesuaian
Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halinahera Selatan

Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Peinerintah

Kepala Daerah adalah Bupat: Halinahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupat:1 Halinahera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daeiah selanjutiya diséout DPRD, addidn
Leinbaga Perwakilan Rakyat Daerah sebaga:i unsur Penyelenggara
Peinerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halinahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemnerintahan Daerah yang terdirn1 dart Sekretariat
Daerah, Sekretannat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecainatan

Duias adaldin Duias reiiadaiin Kebakeain dan Penyelaniatan,

Tugas Pokok adalah Tugas utama para peinangku jabatan tertentu pada
Dinas Peinadam Kebakaran dan Penyelamatan

Fungs1 adalah fungsi para pemnangku jabatan tertentu pada Dinas
Peinadam Kebakaran dan Penyelainatan

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah keloinpok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas beikaitan dengan pelayanan fungsional yenig bewdasarkan pada
keahhan dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekeloinpok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemnerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Umnit
Pelaksana Teknis Dinas Peinadain Kebakaran dan Penyelamatan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan inasyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera
Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Peinerintahan yang menjadi
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kepada Bupati melalu1 Sekretaris Daerah
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisast Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
terdin atas
a Dinas,

b Sekretariat Dmas, terdir1 atas
1 Sub Bagian Umuin dan Kepegawaian, dan
2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bidaig Pencegahani terdui atas
1 SeksiPencegahan,
2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan dunia usaha, dan
3 Kelompok jabatan Fungsional
d Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdir atas
1 Seksi Pemadam Kebakaran,
2 Seksi Penyelamatan dan evakuasi, dan
3 Kelompok Jabatan fungsional
e Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Bagan Suswiani Oigainsas: Diiias  Peirdadam  Kevakaian  dan
Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
lampiran Peraturan Bupat: 1m
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Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4
Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
seorang Kepala Dmnas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentranian dan ketertiban
umwn  sérta peahndwigan nasyarakat sub  urusan kebakaran dan
penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungs:

1 Perumusan perencanaan Kkebijjakan teknmis di bidang Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,

2 Pelaksanaan peircegdnan, pengenGanan, penidadaulisi, penyeiamaian,
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam
daerah kabupaten,

3 Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarnsasi, dan,
pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan

penyelaniatan, Pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan kebyakan
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Pemerintah Daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

4 Penyeienggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejaman darurat non
kebakaran,

5 Penyelenggaraan standar pelayanan mimimal bidang kebakaran,

6 Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran,

7 Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran,

8 Penyelenggaraan jabatan fungsional peinadam kebakaran dan jabatan

fungsional analis kebakaran,

9 Penyelenggaraaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
meinbahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana,

10 Pelaksanaan pembe dayaan nmiasyarakat dalam pencegahian kebakaran,

11 Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

12 Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku
kepentingan dan inasyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan
kebakaran,

13 Pelaksanaan pendataan dan venfikasi faktual warga negara yang
menjadi korban kebakaran dan/atau terdainpak kebakaran,

14 Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara
terintegrasi,

15 Pelaksanaai penyapann Data Keébakai
dipertanggungjawabkan, dan

16 Pelaksanaan fungs! lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretanat Dmas sebagaumnana dunaksud dalam Fasal 3 ayat {1} huiuf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan peruinusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukum, nformasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumnahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di
lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat inenyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebyakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di lhngkungan Dinas Peinadam Kebakaran dan
Penyelamatan,

2 Pembinaan dan pembenan dukungan administrast yang meliputs
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kaaiaedifenggan, dan pelaywian alUnimstrass & hogkungan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
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3 Pengordinasian, peinbinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
nngkungan Dinas Pemadam Kepakaran aan Penyelamatan,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukuin di ingkungan Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Dimas Peinadam Kebakaran dan
Penyelamatan,

~3J

Pengoordinasian peéiiyuswianl Renstra, Rerga, LT, SARKIT, LEFD dan

Laporan Keuangan Dinas,

8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadain Kebakaran dan
Penyelamatan,

9 Pelaksanaan momitoring, evaluasi dan pelaporan sesuar dengan lingkup
tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Pasal 8
Subbagian Umuin dan Kepegawalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyar tugas
menyelenggarakan urusan kepegawaian, keruinahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehuinasan dan ketatalaksanaan

Pasal O

Dalain menyelenggaiakain tugas seébagaumana dimaksud pada Fasal 8, Sub
Bagian Umuin dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umuin dan kepegawaian,

2 Penyiapan bahan peruinusan kebijakan teknis terkait admimnistrasi

umuin dan kepegawaian,

3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,

4 Penylapan bahan mutasi pegawai dinas,

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,

6 Penylapan bahan peinbinaan pegawai dinas,
7 Penyelenggaraan keiunialitanggaan dinas,

8

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentas:i dan kearsipan dan

perpustakaan dinas,

9 Penylapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehuinasan dinas,

10 Penyelenggaraan reformast birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,

11 Pelaksanaan pelayanan administrast perkantoran,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian

o DU, Iy PE o oo e poer, T 1 SRR
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14 Pelaksanaan fungsu lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Pasal 10
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalain
pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
dan Dbertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyar tugas
melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta
pelaporan dan evaluast kinerja, penylapan pengelolaan keuangan,
penatausahaan, akuntansi, penyapan bahan tanggapan pemerksaan,

o im O s o e N 1_ v
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Pasal 11

Dalam nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub

Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi

1 Penyiapan koordinasi penyusunan prograin dan anggaran,

2 Penyiapan bahan penyusunan prograin dan anggaran,

3 Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja,

4 Penylapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-
uiddiigaii,

5 Penylapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

prograin dan anggaran

Penyiapan koordinas: pengelolaan keuangan,

7 Penatausahaan, verfikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan
keuangan,

8 Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran,

9 Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gap
serta tainbahan penghasilan bagi pegawai,

o)}

10 Peawyiapaun badian teniggapean peniciiksaaun,

1 Penyiapan bahan pertanggungawaban pengelolaan keuangan
12 Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 3
BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 12

Bideuig Pencegahan sebagamaina dunaksud pada Pasal 3 ayat {1} huruf ¢,
dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis dalam Pengkapan risiko, Pencegahan, Mitigas:
Kejadian Kebakaran dan Penyelamnatan, Inspeks: peralatan Proteks:
Kebakaran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan

Penyelainatan di Bidang Pencegahan berdasarkan pedoman dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
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Pasal 13

Dalam menyeienggarakan tugas sebagaimana aimaksud pada Pasal 1z,

Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pencegahan,

2 Pengkapan risiko, pencegahan dan mutigasi kejadian kebakaran dan
penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteks: kebakaran,

3 Pengkapan, penyusunan bahan dan prograin pengembangan dan
peningkatan  kapasitas  aparatur pemadam = kebakaran  dan
penyelamatan,

4 Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran

{(BALAKAR), saita sosiabsas: daui edukas: dalam Fembeédayaan

Masyarakat dan Dunia Usaha,

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan, dan

6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsmya

Ul

Pasal 14
Seks1 Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c
angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seks1 yang bertanggung jawab
kepada Kepala Didang dann me€nipunya tugas mielakukar: peénguwiipulau
data, analisis dan penyusunan dokumen kapan risiko kebakaran dan
penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

Dalam melenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,

Seks1 Pencegahan menyelenggarakan fungsi

1 Pelaksanaan program dan keglatan pencegahan, Kkesiapsiagaan
kebakaran dan penyelamatan,

2 Penguinipulan data, anahsis daii péiiyusurianl dokKwiiéin Kapain nsiKo
kebakaran dan  penyelamatan, diantaranya penyediaan dan
pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokuinen Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran,

3 Penyelenggaraan pendataan, nventarisasi, penilaian, pembiaan dan
inspeksi sarana peralatan proteks: kebakaran dan penyelamatan, dan

4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

radal it

Seks1 Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas
melakukan penmgkatan pemberdayaan masyarakat dan dumia usaha,
pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran
(BALAKAR), sosialisast dan edukasi kepada kelompok masyarakat
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
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Pasal 17

Dalam melenyeienggarakan tugas sebagaimana aimaksud pada Pasal 10,

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Duma Usaha menyelenggarakan

fungsi

1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunmia usaha dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran melali  bentuk
pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan
Kebakaran (SATLAKAR), dan Manejemen Keselamatan Kebakaran
Gedung (MKKG),

2 Penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan
kapasitas Bansan Relawan Kebakaran (GALHAMN), Satuan Relawai
Kebakaran (SATLAKAR), dan Manejemen Keselamatan Kebakaran
Gedung (MKKG) baik penmgkatan kapasitas teknis maupun manejemen,

3 Penyelenggaraan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada
kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan

4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

e e A
raitagiat r

BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

Pasal 18
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipmmpin oleh seorang Kepala
Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas
melaksanakan penentuan rencana operast dan komunikast pemadaman,
penentuan Trencana operast dan Komunikast Penyelamatan, dan
merencanakan Identifikasi, Standarisasi, Verifikasi, dan Pengadaan Sarana
dann  riasaiaiia Feniadeaunian, reinyelaniatan daui Sarania rrasaiaiia

berdasarkan pedoman dan peraturan perundang — undangan yang berlaku

Pasal 19
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

nienyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemadaman,
Penyelamatan dan Sarana Prasarana,

2 Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian
Opeiasy, penyelenggaiacul pemadainiain dain pengendahban kebakauaun
dalam wilayah kabupaten, dan pengendalian penanganan bahan
berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kebupaten,

3 Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian
operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan
terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi
darurat non kebakaran,

4 Penilazan, pemetaan, standarisasi, Pengkapan kebutuhan, pengadaan,
pemelitharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan
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penyelamatan dan alat pelindung dir1 petugas, sarana prasarana
kepakaran bagi keiompok masyarakat, penyelenggaraan sistem
mmformas: dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat,
provinsy, dan kabupaten, penyajan dan pengolahan data kebakaran
secara akurat dan dapat dipertanggungiawabkan

5 Pelaksanaan fungsi iam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 20
Seks:t Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan operasi
pemadaman dan pengendahan kebakaran

Pasal 21

Dalam nieiryelengpdidasin tagas sebagaiineia dumiaksud pada Pasal 20,

Seks1 Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi

1 Penyelenggaraan operast pemadaman dan pengendalian kebakaran
dalam wilayah, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan
berbahaya beracun kebakaran,

2 Penyelenggaraan layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan
dan pengendalian kebakaran,

3 Penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi
pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan

e
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dan fungsmya

Pasal 22
Seks1 Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas
inelaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan
terdampak kebakaran serta operasi darurat non kebakaran

Fasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seks:

Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi

1 Penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
dan  terdampak  kebakaran pada kejadian kebakaran dan
Menyelenggarakan operasi penyelainatan dan evakuasit pada kondisi
membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya,

2 Penyelenggaraan layanan respon cepat (Respose Twne) penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran dan terdampak Kebakaran pada kejadian
Kebakawani dan menyelenggarakan layanan 1éspoi cepat (Respose Tiiig)
penyelamatan dan evakuasi pada kondist membahayakan manusia dan
operast darurat non kebakaran lainnya,

3 Pelaksanaan Pendataan dan Venfikast Faktual Warga Negara yang
menjadi Korban Kebakaran dan Terdampak Kebakaran dan Melakukan
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Pendataan dan Verifikasi Faktual warga Negara yang menjadi korban
pada konaist mempbahayakan manusia dan operasi darurat non
kebakaran lainnya, dan

4 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

(1) Pada Dmas dapat dibentuk Uint Pelaksana Tekins {UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan keimnampuan daerah

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dippmpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenair Unit Pelaksana Teknis diatur dengan
Peraturan Bupat:1 tersendin

BAB IV
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Bagian Kesatu
Eselonisasi
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Pasal 25
(1) Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon
b,
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
(4} Kepala Sub Bagiaiuiier upakan: Jabatan Pengawas atau Eselon IVa,

(5) Kepala Seks: merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa,

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi1 diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/
Bupati

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Keloinpok Jabatan Fungsional

Pasal 27
(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpman tinggi pratama, pejabat
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administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas japatan fungsionai,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meiakukan kegiatan
sesuai1 dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalain ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengeiolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungs: jabatan
pimpmman tinggt pratama sesual dengan bidang keahlhan dan
keterampiian,

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
daiam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kimnerja
organisasi

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mndividu sebagaimana
dimaksud daiam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugashya secara
berjenjang kepada kepala dinas

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tun Kerja sebagaimana

Kepala Dinas

(7) Timm Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir: dan
a Ketua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tun untuk pelaksanaan
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidang

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja
sebagaumana Gunaksud pada ayat {7) huaiufl b, dapat beiasal dai
berbagai latar beiakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar umt organisas;, untuk mengoptimalkan
pencapailan tujuan organisasi,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam
meiaksanakan mekanisme koordinast dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nila1 Angka Kredit 25%%
dan Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukain bewdasaikan kebutuliann dan beban keya

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku
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Bagian Kedua
Jabatan Peiaksana

Pasal 28
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eseion 1V) terkena
dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Unit Kerja yang masth memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab Kepada Pejabat
Administrator atau Eseion III
Uit Kepa yang tdak menulda Jabatann AdmninSuatvi, jabataui
pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg Pratama atau Eselon II
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
darn pelaksanaan penyederhanaan birokras: tetap berkedudukan dan
bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon 1V,
(3) Jabatan Peilaksana ditetapkan oieh Pejabat Pembina
Kepegawailan/Bupati,
(4) Ketentuan mengenar uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan
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Bupat: tersendin

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 29

Dalam meiaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dmas
Peinadam Kebakaran dan Penyelamatan wapb menerapkan prinsip
koordinasl, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun amad satuai OIgifisasi th hngkuiigan Dinas Deiradam Kebakagan
dan Penyeiamatan serta dengan instans: lain di luar lingkungan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyeiamatan sesuai dengan tugas masing-
masing

Pasal 30

(1) Setiap pimpimnman satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang teiah
dutetapkan, dai

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi oieh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 31
Setiap Pmmpinan Satuan Orgamisast di lingkungan Dmas Pemadam
Kebakaran dan Penyeiamatan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
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laporan tepat pada waktunya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perunaang-undangan

Pasal 32
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1, pejabat yang menduduki
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampair dengan ditetapkannya
pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati im

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
teiitaiig KeduduKani, Tugas POAGK dan Suswian Orgamsas: Peraiigkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 35
Peraturan Bupau i1 muilai beriaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal ¢ ?ebruzri 2023

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 6 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

UY,; MP
0003 1 002

Nip 196512220
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